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	Abstract: This study aims to analyze the role of the General Affairs and Personnel Division in supporting the governance of regional development planning in Deiyai Regency, identify supporting and inhibiting factors, and analyze strategies to optimize the role of the General Affairs and Personnel Division in improving regional development planning governance.
This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of officials and personnel directly involved in administrative and regional development planning processes, namely the Secretary of Mapped, Head of Program Subdivision, Implementing Staff, and the Head of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Deiyai Regency. Data analysis used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation, method triangulation, and data confirmation.
The results of the study indicate that the General Affairs and Personnel Division plays a strategic role in supporting regional development planning governance through administrative coordination, document and information management, personnel development, and the management of supporting facilities and infrastructure. However, the implementation of these roles has not been fully optimal due to several challenges, including limited human resources, information systems that are not yet fully integrated, inadequate facilities and infrastructure, and inter-agency coordination that still needs strengthening. Supporting factors identified include the existence of regulations, leadership support, cooperation among employees, and personnel commitment. Optimization strategies needed include strengthening inter-agency coordination, developing information systems and digitalizing documents, improving personnel capacity, and providing adequate supporting facilities.
This study concludes that the success of regional development planning governance does not solely depend on technical planning institutions but is also influenced by the effectiveness of the General Affairs and Personnel Division as an administrative and coordination support element within government institutions. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of administrative services are essential steps in achieving more effective, transparent, and accountable regional development planning governance in Deiyai Regency.
Keywords: General Affairs and Personnel Division, Governance, Regional Development Planning, Administrative Coordination, Deiyai Regency.


Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mendukung tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis strategi optimalisasi peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan aparatur yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses administrasi dan perencanaan pembangunan daerah, yaitu Sekretaris Mapped, Kepala Subbagian Program, Pelaksana, dan Kepala Bappeda Kabupaten Deiyai. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola perencanaan pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi administratif, pengelolaan dokumen dan informasi, pembinaan aparatur, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih perlu diperkuat. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi adanya regulasi, dukungan pimpinan, kerja sama antarpegawai, dan komitmen aparatur. Strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi penguatan koordinasi antar-OPD, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi dokumen, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada lembaga teknis perencana, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas peran Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai unsur pendukung administrasi dan koordinasi pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Deiyai.
Kata Kunci: Bagian Umum dan Kepegawaian, Tata Kelola, Perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinasi Administrasi, Kabupaten Deiyai.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis dalam menetapkan arah, kebijakan, program, dan strategi pembangunan pada tingkat daerah guna mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, pengalokasian sumber daya, serta pengukuran keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting agar proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara nyata.
Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan perkembangan regulasi nasional dalam lima tahun terakhir. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola aparatur pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menekankan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan pentingnya profesionalisme, kompetensi, dan sistem merit dalam pengelolaan aparatur pemerintah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil turut memperkuat tata kelola kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam konteks perencanaan daerah, penguatan sistem informasi juga didukung melalui kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur melalui regulasi Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan integrasi data dan dokumen pembangunan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bagian Umum dan Kepegawaian (selanjutnya disebut Bagian Umum) memiliki peran strategis sebagai unsur staf pendukung yang menunjang kelancaran tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, Bagian Umum bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, koordinasi kebijakan, pelayanan administratif, pengelolaan aset dan sarana prasarana, pengarsipan dan dokumentasi, serta pembinaan aparatur. Fungsi-fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses perencanaan pembangunan karena keberhasilan perencanaan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kualitas dukungan administratif, koordinatif, dan kelembagaan.
Tata kelola perencanaan pembangunan daerah melibatkan sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, pelaku usaha, serta organisasi kemasyarakatan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa proses perencanaan berjalan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, Bagian Umum memiliki posisi penting dalam mendukung terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan administrasi dan informasi pembangunan, serta penyediaan dukungan kelembagaan yang memadai.
Di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, upaya pengembangan sistem perencanaan pembangunan terus dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, informasi dari responden, serta masukan dari para pemangku kepentingan, tata kelola perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut antara lain:
1.	Koordinasi antarperangkat daerah yang belum berjalan secara optimal;
2.	Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang masih relatif rendah;
3.	Integrasi antara rencana pembangunan, penganggaran, dan sumber daya daerah yang belum sepenuhnya sinkron;
4.	Pengelolaan dokumentasi, data pembangunan, serta sistem informasi yang masih kurang terintegrasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh responden dan perangkat daerah sering mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian;
5.	Kapasitas aparatur pendukung perencanaan yang masih perlu ditingkatkan;
6.	Konsistensi implementasi program pembangunan yang belum sepenuhnya sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola perencanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada lembaga teknis perencana, tetapi juga pada efektivitas fungsi pendukung yang dijalankan oleh Bagian Umum. Melalui fungsi koordinasi administratif, pengelolaan dokumen dan arsip, pembinaan aparatur, pengelolaan aset dan infrastruktur, serta dukungan pelayanan kelembagaan, Bagian Umum memiliki potensi besar dalam memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Pelaksanaan fungsi Bagian Umum yang optimal diharapkan mampu menghasilkan koordinasi kebijakan antarperangkat daerah yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan, menyediakan dokumentasi dan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah, serta mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan, implementasi program, dan penganggaran pembangunan.
Penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan karena diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap tata kelola perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan perannya, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola pembangunan daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:
1.	Bagaimana  peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mendukung tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai?
2.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Bagian Umum terhadap tata kelola perencanaan pembangunan?
3.	Bagaimana strategi optimalisasi peran Bagian Umum untuk meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah?
1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini mencakup:
1.	Menganalisis peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mendukung tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai.
2.	Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran Bagian Umum.
3.	Merumuskan strategi peningkatan peran Bagian Umum guna memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan .
1.4 Manfaat 
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini memperkaya kajian tata kelola pemerintahan daerah, khususnya peran unsur staf seperti Bagian Umum dalam perencanaan pembangunan. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di daerah lain .
1.4.2 Manfaat Praktis
1.	Bagi Bagian Umum: Rekomendasi perbaikan fungsi koordinasi, administrasi, dan pembinaan aparatur.
2.	Bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai: Masukan strategis untuk optimalisasi tata kelola perencanaan yang transparan dan akuntabel.
3.	Bagi pemangku kepentingan: Peningkatan partisipasi dan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan .

METODOLOGI PENELITIAN 
Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal pada Bagian Umum Kabupaten Deiyai. Pendekatan kualitatif cocok untuk eksplorasi mendalam fenomena kompleks seperti peran administratif dalam tata kelola perencanaan, yang melibatkan konteks sosial-organisasi multifaktor. Studi kasus memungkinkan analisis kontekstual detail terhadap proses, faktor pengaruh, dan dampaknya terhadap kualitas tata kelola . Keunggulan: fleksibilitas dalam mengungkap pola tak terduga, berbeda dari kuantitatif yang lebih fokus ukuran numerik.
3.2 Sumber dan Jenis Data
3.2.1 Jenis Data
•	Primer: Wawancara mendalam, observasi partisipan, catatan lapangan, FGD stakeholder, studi dokumen internal (langsung dari sumber primer untuk data segar dan kontekstual).
•	Sekunder: Regulasi (UU/perda), dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra), laporan kinerja Bagian Umum/Bappeda, literatur terkait (untuk triangulasi dan pembanding) .
3.2.2 Sumber Data
Responden Kunci (purposive sampling, 5-10 orang):
•	Kepala Bagian Umum & staf subbagian (Administrasi, Kepegawaian, Aset, Protokol).
•	Sekda, Kepala Bappeda, pimpinan 4 OPD, anggota DPRD, akademisi/manajemen publik.
Dokumen: Peraturan organisasi Bagian Umum, Renstra 2021-2026, laporan kinerja 2022-2025, RPJPD/RPJMD, arsip koordinasi, sistem informasi kepegawaian.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik triangulasi (multi-sumber/metode) untuk tingkatkan reliabilitas.
3.3.1 Wawancara Mendalam (semi-struktural, 10-20 menit/responden): Panduan pertanyaan mencakup peran fungsi, mekanisme koordinasi, pengelolaan data, faktor hambatan, dan rekomendasi. Rekam audio (dengan izin) untuk transkrip akurat.
3.3.2 Observasi (partisipan non-intrusif): Fokus proses koordinasi, sistem informasi, pengelolaan dokumen, suasana kerja, dan partisipasi rapat perencanaan. Catat via checklist dan jurnal lapangan.
3.3.3 Studi Dokumen: Analisis konten regulasi, laporan, dan arsip untuk verifikasi klaim responden.
3.3.4 FGD (1-2 sesi, 5-10 orang/sesi): Diskusi kelompok tentang efektivitas koordinasi, tantangan tata kelola, dan best practices.
3.4 Analisis Data (model Miles & Huberman: reduksi-penyajian-verifikasi).
1.	Pengumpulan & Organisasi: Transkrip, kategorisasi awal via NVivo/atlas.ti.
2.	Reduksi: Pilih tema relevan (peran, faktor, dampak); kodifikasi (open/axial/selective coding).
3.	Penyajian: Narasi, tabel matriks (misalnya faktor pendukung vs. penghambat), kutipan responden, diagram alur proses.
4.	Verifikasi & Kesimpulan: Triangulasi, member checking, peer debriefing; tarik pola dan rekomendasi.
3.5 Validitas dan Keabsahan Data (kriteria Lincoln & Guba) :
•	Kredibilitas: Triangulasi sumber/metode, prolonged engagement (lapangan 4 bulan), member checking.
•	Transferabilitas: Deskripsi tebal konteks Deiyai (struktur organisasi, tantangan lokal).
•	Dependabilitas: Audit trail (log keputusan), external audit.
•	Konfirmabilitas: Refleksivitas jurnal peneliti, minimalkan bias.


2.1 Desain Penelitian
Metodologi diawali dengan penjelasan mengenai desain dan pendekatan penelitian yang digunakan, apakah penelitian bersifat kuantitatif, kualitatif, atau campuran (mixed methods) (Sugiyono, 2021). Penulis perlu menjelaskan alasan pemilihan pendekatan tersebut serta kesesuaiannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Patton, 2015).

2.2 Populasi dan Sampel
Selanjutnya, penulis harus menjelaskan objek atau subjek penelitian, termasuk populasi dan sampel (jika penelitian kuantitatif), atau informan dan unit analisis (jika penelitian kualitatif). Teknik pengambilan sampel atau pemilihan informan perlu dijelaskan secara singkat namun jelas, termasuk kriteria yang digunakan. Jika penelitian dilakukan pada lokasi dan periode waktu tertentu, informasi tersebut juga harus disampaikan secara eksplisit (Memon et al., 2025).

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Bagian berikutnya memuat teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, atau studi literatur. Penulis perlu menjelaskan instrumen penelitian, sumber data, serta prosedur pengumpulan data secara ringkas. Jika menggunakan instrumen terstandar atau mengadaptasi dari penelitian terdahulu, sumber rujukan harus dicantumkan (Sekaran & Bougie, 2017).

2.4 Teknik Analisis Data
Terakhir, metodologi harus menjelaskan teknik analisis data yang digunakan. Penulis perlu menyebutkan metode analisis yang relevan dengan jenis data dan tujuan penelitian, seperti analisis statistik deskriptif , regresi (Ghozali, 2021), Structural Equation Modeling (SEM) (Hair et al., 2021), analisis tematik (Naeem et al., 2023), atau metode kualitatif lainnya(Miles et al., 2014). Penjelasan difokuskan pada langkah utama analisis tanpa uraian teknis yang terlalu detail, mengingat keterbatasan ruang dalam artikel prosiding.
Bagian metodologi ditulis secara naratif dan dapat menggunakan subjudul sepanjang tidak berlebihan. Panjang bagian ini umumnya berkisar antara 20–25% dari keseluruhan artikel, dengan penekanan pada kejelasan prosedur dan kesesuaian metode dengan tujuan penelitian.

2.5 Bagian Lain yang Dianggap Perlu
Silahkan anda menambahkan bagian lain yang dianggap perlu untuk memperjelas metode penelitian yang anda gunakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama penelitian sekaligus memberikan interpretasi ilmiah terhadap hasil tersebut. Dalam artikel prosiding nasional, hasil dan pembahasan disajikan secara terpadu untuk menjaga efisiensi ruang dan meningkatkan keterbacaan, kecuali panitia prosiding menentukan pemisahan secara eksplisit.
Penyajian hasil penelitian diawali dengan deskripsi temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar yang ringkas dan informatif. Setiap tabel atau gambar harus dirujuk secara eksplisit dalam teks dan disertai penjelasan singkat tanpa mengulang angka secara detail. Penulis dianjurkan untuk hanya menampilkan hasil yang benar-benar mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis (Halik et al., 2026).

3.1 Karakteristik Responden
Untuk hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, sebaiknya mengikuti format template seperti pada Tabel 1 di bawah ini.  (Font untuk keterangan Tabel yang digunakan adalah Segoe UI 10 pt, dan font di dalam  Tabel adalah Segoe UI 9pt). Harap untuk semua tabel dan gambar yang ada di dalam artikel agar menyertakan sumber.
Table 1. Respondent Demographic Characteristics (N = 100)
	Demographic Characteristics
	Category
	Frequency (n)
	Percentage (%)

	Gender
	Male
	92
	92.0

	
	Female
	8
	8.0

	Age
	< 25 years
	15
	15.0

	
	25–35 years
	47
	47.0

	
	36–45 years
	28
	28.0

	
	> 45 years
	10
	10.0

	Educational Attainment
	Senior High School / Vocational School
	63
	63.0

	
	Diploma
	12
	12.0

	
	Bachelor’s Degree
	25
	25.0

	Length of Employment as Ride-Hailing Driver
	1–2 years
	22
	22.0

	
	3–5 years
	51
	51.0

	
	> 5 years
	27
	27.0

	Average Daily Working Hours
	< 6 hours
	18
	18.0

	
	6–8 hours
	44
	44.0

	
	> 8 hours
	38
	38.0


              Sumber: Data primer diolah (tahun)

3.2 Hasil Statistik dan Gambar
Untuk gambar yang dapat memperjelas / mengilustrasikan hasil penelitian dapat disertakan sesuai dengan format di bawah ini (Gambar 1)
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Gambar 1. Contoh grafik garis menggunakan hitam-putih. (Segoe UI 10pt)
Sumber: Data hasil penelitian (Tahun)

Pastikan bahwa resolusi gambar cukup untuk mengungkapkan rincian penting pada gambar tersebut. Untuk gambar yang bersumber dari file JPG, pastikan mempunyai resolusi sebesar 300 dpi. 
Keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar. Keterangan gambar menggunakan 10 pt Segoe UI font dan diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. Keterangan gambar dalam satu baris (misalnya Gambar 2) diletakkan di tengah (centered), sedangkan keterangan gambar yang lebih dari satu baris harus dirata kiri (misalnya Gambar 1). Keterangan gambar dengan nomor gambar harus ditempatkan sesuai dengan poin-poin yang relevan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 – 3, kecuali jika gambar berukuran besar melebihi satu kolom.

3.3 Pembahasan
Bagian pembahasan bertujuan untuk menafsirkan hasil penelitian, bukan sekadar mengulang temuan. Penulis perlu menjelaskan mengapa hasil tersebut terjadi dengan mengaitkannya pada teori yang relevan, temuan penelitian terdahulu, atau kondisi empiris pada objek penelitian. Jika terdapat hasil yang mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara rasional dan ilmiah.
Apabila penelitian bersifat kuantitatif dan melibatkan hipotesis, pembahasan harus secara eksplisit menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak, disertai argumentasi yang jelas. Untuk penelitian kualitatif, pembahasan difokuskan pada makna temuan dan implikasinya terhadap fenomena yang dikaji. Penulis disarankan untuk tidak memperluas pembahasan ke isu yang tidak diteliti secara langsung.
Pada bagian akhir, hasil dan pembahasan dapat diakhiri dengan implikasi singkat, baik secara teoretis maupun praktis, yang muncul langsung dari temuan penelitian. Uraian implikasi dibuat secara ringkas dan relevan, mengingat keterbatasan ruang dalam artikel prosiding.
Bagian hasil dan pembahasan umumnya mencakup 30–40% dari keseluruhan artikel, ditulis dengan bahasa ilmiah yang jelas, argumentatif, dan fokus pada kontribusi penelitian.

KESIMPULAN
REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam Mendukung Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Deiyai, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran Bagian Umum dan Kepegawaian dalam Mendukung Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai. Peran tersebut terlihat melalui fungsi koordinasi administratif, pengelolaan dokumen dan informasi, pembinaan aparatur, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan. Dukungan administratif dan koordinatif yang dilakukan Bagian Umum membantu memperlancar komunikasi antarperangkat daerah serta mendukung penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan yang lebih tertib dan terarah.
Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan dalam sistem administrasi, pengelolaan informasi, dan fasilitas pendukung yang memengaruhi efektivitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pelaksanaan peran Bagian Umum dan Kepegawaian dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.
Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang menjadi pedoman kerja, dukungan pimpinan daerah, kerja sama antarpegawai, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi dan dokumentasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih perlu diperkuat. Hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan penyediaan data, sinkronisasi program, dan efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Strategi Optimalisasi Peran Bagian Umum dan Kepegawaian
Optimalisasi peran Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar-OPD, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi dokumen, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan disiplin administrasi dan tata kelola kelembagaan.
Strategi tersebut diperlukan agar Bagian Umum dan Kepegawaian tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi unsur pendukung yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga teknis perencana seperti Bappeda, tetapi juga memerlukan dukungan aktif Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai unsur pendukung administrasi, koordinasi, dan pengelolaan kelembagaan pemerintahan.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai
Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penguatan peran Bagian Umum dan Kepegawaian melalui dukungan kebijakan, anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal.
2. Kepada Bagian Umum dan Kepegawaian
Bagian Umum dan Kepegawaian perlu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mengembangkan sistem pengelolaan dokumen dan informasi berbasis teknologi agar proses pelayanan dan dukungan perencanaan pembangunan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, teknologi informasi, dan perencanaan pembangunan.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi
Perlu dilakukan pengembangan sistem informasi pemerintahan dan digitalisasi dokumen agar pengelolaan data pembangunan lebih tertib, mudah diakses, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta transparan.
5. Kepada Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan daerah dan peran perangkat pendukung lainnya dalam perencanaan pembangunan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deiyai dapat semakin baik, terintegrasi, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang efektif serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terimakasih Tuhan, dan Bunda Maria sang perawan kudus,atas penyertaan dan perlindungan terhadap saya, sehingga saya boleh menyelesaikan pendidikan yang saya tempuh. Terimakasih juga untuk para dosen yang tak henti-hentinya membantu. 
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Abstract:


 


This study aims t


o analyze the role of the General Affairs and 


Personnel Division in supporting the governance of regional development 


planning in Deiyai Regency, identify supporting and inhibiting factors, and 


analyze strategies to optimize the role of the General Affairs


 


and Personnel 


Division in improving regional development planning governance.


 


This research employed a qualitative approach with a descriptive research 


design. Data were collected through interviews, observation, and 


documentation. The research informants


 


consisted of officials and personnel 


directly involved in administrative and regional development planning 


processes, namely the Secretary of Mapped, Head of Program Subdivision, 


Implementing Staff, and the Head of the Regional Development Planning 


Agency


 


(Bappeda) of Deiyai Regency. Data analysis used the Miles and 


Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and 


conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation, 


method triangulation, and data confirmation.


 


Th


e results of the study indicate that the General Affairs and Personnel Division 


plays a strategic role in supporting regional development planning governance 


through administrative coordination, document and information management, 


personnel development, a


nd the management of supporting facilities and 


infrastructure. However, the implementation of these roles has not been fully 


optimal due to several challenges, including limited human resources, 


information systems that are not yet fully integrated, inadeq


uate facilities and 


infrastructure, and inter


-


agency coordination that still needs strengthening. 


Supporting factors identified include the existence of regulations, leadership 


support, cooperation among employees, and personnel commitment. 


Optimization st


rategies needed include strengthening inter


-


agency 


coordination, developing information systems and digitalizing documents, 


improving personnel capacity, and providing adequate supporting facilities.


 


This study concludes that the success of regional develo


pment planning 


governance does not solely depend on technical planning institutions but is 


also influenced by the effectiveness of the General Affairs and Personnel 


Division as an administrative and coordination support element within 


government institutio


ns. Therefore, strengthening institutional capacity and 
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